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ABSTRAK

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di legen memiliki permasalahan dual
tax resident sehingga secara administrasi perpajal@ngalami pemajakan ganda dan
tambahan beban administrasi perpajakan. Hal iratdapjadi karena sebelum menetap di
luar negeri WNI tersebut memiliki NPWP di Indoned#an pada saat menetap di luar negeri
diberikan lagi status wajib pajak di negaranyangdmegkutan. Adanya konsep perpajakan
internasional terkait konflik status tax residergmmbulkan ketidakpastian status wajib
pajak negara manakah WNI tersebut. Pada dasarmgef@ajak internasional maupun
perpajakan Indonesia menganut asas keberadaan oneldéntukan status wajib pajak
seseorang. Dengan demikian selama dapat dibuktleamgan dokumen resmi terkait
keberadaan WNI tersebut telah menetap di luar hagaka seharusnya kewajiban pajak
subjektif dalam negeri WNI tersebut telah berak@ileh karena itu WNI tersebut dapat
mengajukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWan apabila ditolak dapat
mengajukan upaya hukum Gugatan.

Kata kunci: WNI, dual tax residence, kewajiban pajak sktij, pencabutan
NPWP

ABSTRACT

Indonesian citizens who reside abroad have duakigent issues, therefore has a double
taxation on tax administration and has additiorsad &dministration burden. This is
happened since before settling abroad, the Indaneastizen has a Tax ID (NPWP) in
Indonesia and when settling abroad, is given tladustof a taxpayer in the country
concerned. The existence of an international taratoncept regarding the conflict of tax
resident status raises uncertainty over which steqeayer status is the citizen. Basically,
the concept of international taxation and Indormeséxation adheres to the principle of
existence to determine one's taxpayer status. Hsuleng as it can be proven by official
documents related to the existence of the Indoné&siiizens who have settled abroad, then
the subjective tax obligations of the Indonesidizen should have ended. Therefore, the
Indonesian citizen can submit revocation of thepeger Identification Number (NPWP)
and if rejected, he can file a legal caim for theno.

Keywords:. Indonesian Citizens, dual tax residence, subjedax obligations, revocation
of Tax ID.
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PENDAHULUAN
Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik EglanTahun

1945 (UUDNRI 1945) mengatur tentang pajak yang rknsifat memaksa
diatur oleh undang-undang. Sebagai perwujudan paéssl tersebut, telah
diterbitkan undang-undang yang mengatur secaraukhtmsntang masalah
perpajakan antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagammterakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentatenKean Umum
dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”);

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagamterakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentajads Penghasilan
(“UU PPh");

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagsamterakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun  200@ntang
PajaPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PRgkKualan atas
Barang Mewah (“* UU PPN");

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimeaaiehiediubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penadilagak dengan

Surat Paksa (“ UU PPSP”);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang d&#lag Pajak (* UU

PP”).

UU KUP sebagai hukum formil, digunakan sebagai kaiju dalam
rangka mengetahui hak dan kewajiban warga negataddng perpajakan.
Dalam hukum formil tersebut disebutkan bahwa satatu kewajiban
perpajakan bagi warga negara adalah membayar gelpalgai kontribusi wajib
atau bersifat memaksa. Hal ini sejalan dengan idefiajak itu sendiri yang
diatur dalam UU KUP yang menyatakan bahwa Pajalkabhdentribusi wajib
kepada negara yang terutang kepada orang pribauwlib@dan yang sifatnya
memaksa sesuai undang-undang, yang tidak mendapatkaalan secara
langsung dan dipergunakan untuk keperluannegara $elgesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Ketentuan perpajakan juga mengatur bahwa dalankaamgnciptakan
tertib administrasi pembayaran pajak, maka kewajilb@endaftarkan diri
sebagai wajib pajak adalah suatu keharusan. Dalamir, kewajiban
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang diwuprdkilalam bentuk NPWP
(selanjutnya disingkat NPWP) dilakukan setelah wijnya syarat subjektif
dan objektif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di ateda yang
menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini ad&@atus Wajib Pajak
Warga Negara Indonesia Yang Tinggal Menetap Di LNageri. Adapun
rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa status hukum wajib pajak Warga Negk@onesia yang tinggal
menetap di Luar Negeri?

2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh dalam ramgkeghindardual tax
residen®?

o

@
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METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodelp@m hukum normatif yang
dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis mashaldum yang ada. Penggunaan
metode penelitian normatif ditunjang melalui peratak peraturan perUndang-Undangan
dengan menelaah peraturan perUndang-Undanganttel&aipendekatan konseptual
melalui pemahaman dengan memperdalam asas-asdeldan-doktrin para sarjana

yang diimplementasikan dan relevan dengan penulsan

PEMBAHASAN
1. Kewajiban Pajak Subjektif Warga Negara Indonesia Dalam Rangka

Penentuan Status Wajib Pajak Dalam Negeri

Benjamin Franklin yang kita kenal wajahnya terpangpdi mata uang
dolar Amerika pernah menyatakam this world nothing can be said to be
certain, except death and taxesTulisan tersebut dia tulis dalam surat yang
dikirimkan kepada Jean-Baptiste Le Roy pada tahi@®1Memang isu terkait
kepastian hukum di bidang perpajakan sebelumnyaapediutarakan oleh
Daniel Defoe pada tahun 1726 dalam tuli$ae Political History of the Devil
namun hal tersebut menjadi terkenal usai

Benjamin Franklin mempopulerkannya.

Kita sadari atau tidak, dalam hidup manusia tidaiah dilepaskan dari
pajak. Sejak manusia lahir sampai dengan meninggggk tidak pernah
dilepaskan dari kehidupan manusia. Pajak sebagan iyang memiliki sifat
memaksa yang keberadaannya diatur oleh undang-gndeerupakan tulung
punggung penerimaan negara yang nantinya akan akgansebagai sumber
pendapatan dan belanja negara.

Apabila diperhatikan dalam situs Kementerian Keaangliperoleh
data bahwa peranan perpajakan dalam menyumbangimpear negara
meningkat tajam dari tahun 2014 sebesar 74,0% liepgdesar 80,6% pada
tahun 2018. Hal ini tentunya disebabkan oleh bexbagcam aspek misalnya
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, perluasan atigeksubjek pajak, serta
penguatan basis pajak melalui program ekstensifikperpajakan.
Ekstensifikasi perpajakan ditujukan untuk menjarisgbanyak-banyaknya
Wajib Pajak agar dikemudian hari diperoleh potgyesipajakan dari Wajib
Pajak tersebut.

Berdasarkan ketentuan perpajakan, kriteria WajijakPtermasuk di
dalamnya adalah orang pribadi atau badan yang atieftp
1. pembayar pajak;

2. pemotong pajak; dan
3. pemungut pajak.

* Daniel Defoe The Political History of the DeviDxford, London, 1726,
h. 246
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Adapun kriteria dari Badan berdasarkan ketentuapapekan diartikan
sebagai sekumpulan orang dan/atau modal dalamkokesatuan, baik itu
yang melakukan usaha maupun tidakindang-Undang No. 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nah@nr1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN TaBQi Rlo. 85, TLN No.
4740, ps. 1 angka 2

Di dalam ketentuan perpajakan tidak dijelaskan reeteyas mengenai
definisi orang pribadi, namun demikian dalam priakterpajakan yang berlaku
secara umum, orang pribadi diartikan sebagai man{lmikan badan usaha
maupun badan hukum).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KUP thiafatakan secara
tegas bahwa setiap orang pribadi yang telah memgmubyaratan subjektif
dan objektif wajib mendaftarkan diri sebagai Wddjak di Kantor Pelayanan
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggtalu tempat kedudukan.
Proses pendaftaran orang pribadi tersebut sebaggib Wajak dibuktikan
dengan diterbitkannya NPWP yang berfungsi sebagana administrasi dalam
menjalankan hak dan kewajiban pajaknya

Persyaratan objektif dalam hal ini adalah oranbauti tersebut telah
mendapatkan penghasilan sebagai objek pajak atawjiltkan untuk
melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan tkatemperpajakan.
Sedangkan syarat subjektif diartikan sebagai ketenterkait subjek pajak
dalam hal ini adalah orang pribadi tersebut.

Berdasarkan UU PPh dinyatakan bahwa yang menjdigjelsypajak
salah satunya adalah orang pribadi. Selanjutnygelsydajak dalam ketentuan
perpajakan dibedakan menjadi subjek pajak dalararndgn subjek pajak luar
negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam riegesuai dengan UU PPh
diartikan sebagai orang pribadi yang bertempatgahgli Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 188atsis delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau gpabgdi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyaiunitatk bertempat tinggal
di Indonesia.

2. Tax Resident Orang Pribadi Dalam Hukum Pajak Internasional

Sebelum kita membahas tentang status wajib pajakndaukum pajak
internasional alangkah baiknya apabila terlebihutiahdilakukan sedikit
pembahasan tentang pajak internasional agar dgterpemahaman yang
menyeluruh tentang hal tersebut. Pajak sebagaigylanggung penerimaan di
setiap negara tentunya mengharuskan negara tensetukt membuat aturan-
aturan tentang perpajakan baik dalam skala domestdupun skala
internasional.

Terlebih lagi dalam era globalisasi hubungan amtgara saat ini
berkembang sangat pesat baik itu dalam bidangikjokosial budaya,
teknologi, maupun bidang perekonomian. Perkembamg@ebut membuat
jarak antar negara bahkan sekat-sekat pembatas tidlak ada lagi. Hal-hal
tersebut dalam kenyataannya menyebabkan aliran Imbdeang dan jasa
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maupun sumber daya manusia dari dan ke suatu negajadi begitu mudah.
Di bidang perpajakan, transaksi lintas batas netgrsebut menimbulkan
permasalahan tersendiri dimana hal tersebut madaknduang lingkup hukum
pajak internasional. Peraturan perpajakan terkaitgpasilan dari masing-
masing negara tersebut tentunya berkaitan dengaek daternasional atas
transaksi lintas batas yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwegrliagkup dari
aspek internasional dari peraturan perundang-uratapgrpajakan dari suatu
negara adalal :

1. Pemajakan atas penghasilan yang diperoletsalgkk pajak dalam negeri
dari suatu negara atas penghasilan yang diperaleludr negeritéxation
of foreign incomg

2. Pemajakan oleh suatu negara atas supgélk luar negeri yang
memperoleh penghasilan di negara terselxt{ion of non-resideht

Berkaitan dengan hal tersebut, objek pemajakannddlakum perpajakan

internasional dapat dibagi menjadi beberapa hal yai

a. Penghasilan dari penjualan barang dan/atawdgstransaksi antar negara
atau lintas batas;

b. Penghasilan dari kegiatan investasi lintaasaégara;

c. Penghasilan dari orang pribadi di luamgeri dari statusnya sebagai
karyawan maupun sebagai professional.
Lebih lanjut dalam konsep perpajakan internasioex@apat beberapa
asas yang diterapkan oleh suatu negara dalam ranglekukan pemungutan
pajak. Beberapa asas tersebut dikemukakan olehRyofimat Sumitro sebagai
berikut?®
a. Asas Domisili
Berdasarkan asas ini, pengenaan pajak didasarkardpanisili dari subjek
pajak tersebut. Negara yang menerapkan asas sairiyia menganut prinsip
world wide incomgyaitu pajak dikenakan kepada mereka yang berdomis
di suatu negara atas seluruh penghasilan yangrbbesudari berbagai
negara.

b. Asas Sumber
Asas ini menganut prinsip pengenaan pajak di lakukanegara dimana
sumber penghasilan berasal.

¢ Darussalam, John Hutagaol, dan Danny Septrikamhsep dan Aplikasi
Perpajakan InternasionaDANNY DARUSSALAM Tax Center, Jakarta, 2010,
h. 2

*Prof. R. SumitroHukum Pajak Internasional Indonesia : Perkembangan
dan Pengaruhny&T Eresco, Bandung, 1986, h. 43-55
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c. Asas Kewarganegaraan
Dalam asas ini prinsip pengenaan pajak menganutark@megaraan
seseorang dan tidak memandang dimana dia berada.

d. Asas Teritorial
Asas ini menganut prinsip bahwa pengenaan pajayahatas penghasilan
yang diperoleh dari wilayah satu negara, rggia apabila terkait
penghasilan yang berasal dari luar negara tersetaka tidak akan dikenai
pajak lagi.

e. Asas Campuran

Asas ini merupakan campuran dari asas-asas di ditagna suatu
negara apabila menerapkan asas ini maka pengemgai gkan dilakukan
berdasarkan asas-asas apa saja yang diterapkan

Dalam kenyataannya, masing-masing negara dimungRink
mengenakan pajak atas penghasilan yang sama sahimggimbulkan
pemajakan berganda atas objek yang sama. Konda&ian memberatkan bagi
subjek pajak karena selain dari sisi administrasif dilakukan dua kali, selain
itu subjek pajak tersebut dimungkinkan membayaalkpkgbih besar. Dalam hal
ini pemajakan berganda secara yuridis dapat teajzahila dalam suatu periode
terjadi pemajakan oleh 2 (dua) negara yang berlbéa® penghasilan yang
sama.

Pengenaan pajak ganda dalam konsep hukum pajaknasienal
biasanya terjadi karena adanya perbedaan peneragastasas di atas.
Perbedaan prinsip akan menimbulkan konflik yuridikatara satu negara
dengan negara lainnya dimana menurut Rachmantd@at&onflik yuridiksi
tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa hal aigtegkut®
a. Konflik antara asas domisili dengan asas sumbe

Secara umum penyebab timbulnya pemajakan bergamdsab dari konflik
asas domisili dan asas sumber. Hal ini dapat tetg@na negara

sumber mengenakan pajak terhadap semua penghgaigrberasal dari
negara tersebut sementara di saat yang sama roegarsili mengenakan
pajak atas seluruh penghasilan yang telah diteoletapenduduknya.

b. Konflik karena perbedaan definisaX residerit
Hal ini terjadi karena seseorang disaat yang bexaandapat ditetapkan
sebagatax residentdari dua negara. Perbedaan ketentuan terkait slefini
tax residentatau wajib pajak antara satu negara dengan negag lgin
menyebabkan seseorang memiliki stadual tax residenkarena masing-
masing negara menetapkannya sebagai wajib pajakedara yang
bersangkutan.

v Rachmanto Surahmd&gersetujuan Penghindaran Pajak Berganda Sebuah
Pengantar PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 21-22
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c. Perbedaan definisi tentang sumber penghasilan

Dapat terjadi bahwa dua negara memiliki perbedaasepsi atas sebuah

penghasilan sehingga penghasilan tersebut dikenzd§ak di dua negara

tersebut. Sebagai contoh adalah penghasilan t¢akaidari pihak luar

negeri terutang pajak di negara domisili namunaeakig negara sumber

menetapkan penghasilan tersebut berdasarkan ktrassger pricing

bahwa penghasilan itu merupakan dividen terselusehgigga terutang

pajak di negara sumber. Kondisi tersebut menyelratggadinya

pengenaan pajak berganda atas subjek pajak tersebut

Dalam pembahasan di atas dijelaskan bahwa salapesayebab adanya
pengenaan pajak berganda adalah karena adanyalg@anbdefinisi dariax
resident Perbedaan tersebut menciptakan adadyal tax residentdari
seseorang sehingga secara administrasi perpajakanuskan melakukan
kewajibannya dua kali di dua negara yang berbeda
Tax residentatau dalam istilah perpajakan Indonesia seringbdise

sebagai subjek pajak pada dasarnya adalah sesarsjudgipat diberi hak dan
kewajiban perpajakan. Dalam hal orang pribadihteligelaskan di atas bahwa
subjek pajak dibagi menjadi dua yargsidentatau subjek pajak orang pribadi
dalam negeri damonresidentatau subjek pajak orang pribadi luar negeri.
Dalam konteks perpajakan internasional, untukaistdubjek pajak digunakan
kata ‘persori. Hal ini dapat dilihat dalam persetujuan penghirgch pajak
berganda atau yang kita kenal dengan istiéahtreatybaik itu United Nation
Model maupun OECD Model. Istilapersondalam hal ini digunakan untuk
menentukan siapa yang berhak untuk menerima mdrdadasarkatax treaty
tersebut. Adapun yang dimaksud dengan siapa yargalbeli atas merujuk
kepadaresidentatau subjek pajak orang pribadi dalam negeri ddehssatu
negara atau bahkan kedua negara yang mengadakanjiparpenghindaran
pajak berganda tersebut.

3. Status Tax Resident Warga Negara Indonesia yang Tinggal Menetap Di
Luar Negeri

Salah satu dampak dari kesepakatan Masyarakat EKOASEAN
(MEA) adalah terkait terbukanya pasar tenaga kaingilayah ASEAN untuk
beberapa bidang jasa. Hal ini menciptakan kesemaigi WNI untuk bekerja
di sektor-sektor tersebut dan mengharuskannya untretap di luar negeri.
Selain hal tersebut, adanya kemudahan dalam melabeb®asiswa dan
kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan g#immng gaji besar
membuat banyak WNI yang akhirnya memutuskan untakpibdah dan
menetap di luar negeri.

Selain hal tersebut, banyak faktor yang mempengdadi para WNI
untuk menetap di luar negeri yang salah satunykaitedengan kebijakan
pemerintah dalam hal investasi. Kemudahan inveddasindonesia yang
dituangkan dalam semakin sedikitnya Daftar Neghkfestasi mendorong
peningkatanForeign Direct Investmen{FDI) yang ditandai dengan adanya
peningkatan jumlah Perusahaan Penanaman Médalg (PT PMA).
Peningkatan PT PMA di Indonesia secara langsung jugrdampak bagi
peningkatan WNI sebagai karyawan maupun sebagas gemg saham, dimana
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dengan status WNI tersebut sebagai karyawan, dikmken bagi dia untuk
melakukan perpindahan ke negara lain yang masdmdahtu group dengan
pemegang saham tersebut.

Bagi WNI yang berkerja dan akhirnya menetap di heageri tentunya
dari konsep perpajakan internasional akan meninalpullpermasalahan
tersendiri khususnya terkait dengan status wajijakpga. Terdapat
kemungkinan bahwa WNI tersebut akan memiliki stalwesl tax residentHal
ini dapat terjadi karena pengenaan pajak di Indanesenerapkan konsep
worldwide income systedan di saat yang bersamaan WNI tersebut berada di
negara lain sehingga mengakibatkan dia ditetap&bagai wajib pajak negara
tersebut.

Pada dasarnya dalam perpajakan internasional thkthr tentang
mekanisme bagaimana cara untuk menghirréardentganda tersebut, namun
demikian dalam kenyataannya masing-masing negarasmenemiliki hak
untuk melakukan pengenaan pajak mengingat pentngeyerimaan pajak,
sehingga terdapat ketidakpastian bagi WNI tersdbtkait status wajib
pajaknya.

Mekanisme tersebut dalam istilah hukum pajak irgional dikenal
dengartie-breaker rulegang juga telah diadopsi dalam P3B Indonesia dengan
negara Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikaa Pasdal 4 ayat (2) dan ayat
(3). Ketentuan tersebut adalah:

a. Permanent Home
Penentuan seseorang menjadi resident suatu nagarakian berdasarkan
rumah yang tetap yang ditinggali oleh seseorarsghbeit;

b. Center of vital interest
Apabila ternyata orang tersebut memiliki dua runetp di dua negara
yang berbeda, maka didasarkan pada pusat kepentEiganomi atau
pribadi;

c. Habitual Abode
Tes yang ketiga ini dilakukan dalam hal terdapatdksi dimana pusat
kepentingan ekonomi dan pribadi ternyata terdapdtid negara sehingga
penentuannya didasarkan pada dimanakah oranguéetsaeba berada;

d. Citizenship
Mekanisme yang keempat didasarkan pada kewarga@egaaspabila
ternyata ketiga tes di atas tidak dapat ditentuiemiinya;

e. Mutual Agreement
Dalam P3B juga ditentukan bahwa apabila ternyataniat tes tersebut
tidak dapat digunakan untuk menentukan staéssdentdari seseorang,
maka penyelesaian dilakukan melalui kesepakatasabex oleh pejabat
yang berwenang di kedua negara.

Otoritas pajak di masing-masing negara tentunya itikeepentingan
untuk mendapatkan penerimaan pajak dari WNI tetsebehingga akan
menggantungkan status wajib pajak WNI di masinghingasiegara. Hal
tersebut akan menimbulkan ketidakadilan karena WMkebut tentunya akan
dikenai pajak berganda. Salah satu hal yang dapatidan oleh WNI tersebut
adalah melakukan upaya hukum yang secara detail dik@ahas di bab
berikutnya.
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4. Konsekuenss Dual Tax Resident Dan Kaitannya Dengan Metode
Penghindaran Pajak Berganda

Sebelum membahas lebih lanjut upaya hukum yang dépenpuh oleh
WNI dalam rangka menghindari adardizal tax residentnaka alangkah lebih
baik apabila dilakukan kajian mengapa harus dilakukpaya hukum agar tidak
terdapat kondisilual tax resident

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa saah penyebab
terjadinya pajak berganda adalah karena konéik residentdimana konflik
terkaitdual tax residenakan berdampak pada pemajakan berganda bagi WNI
dan tentunya secara administrasi maupun jumlahk pggaag dibayar akan
menjadi lebih banyak. Hal ini dapat terjadi karatas penghasilan yang sama
akan dikenakan pajak di dua negara yang berbedmg8eilustrasi atas hal
tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Contoh:

Budi adalah WNI yang sekarang bekerja dan menetéindapura. Sesuai
dengan ketentuan perpajakan negara Singapura, Buakalitetapkan sebagai
wajib pajak negara Singapura sehingga seluruh @esiigh yang bersumber
dari Singapura akan dikenakan pajak di negara detseDi saat yang
bersamaan, Budi yang masih WNI memiliki NPWP didnesia dimana sistem
perpajakan di Indonesia mengamuatridwide incomg/ang mengharuskan Budi
melaporkan penghasilannya tersebut walaupusubdyer dari luar

Indonesia. Dengan demikian Budi diharuskan untulaptekan pajak di negara
Singapura dan Indonesia dimana konsekuensi pelapensebut menyebabkan
pembayaran pajak dua kali (ganda).

Perpajakan ganda tersebut termasuk di dalamnyatadaékanisme
pembayaran, dan pelaporan. Dengan adanya masinggmasegara
memberikan kewajiban kepada Budi maka secara otonBatdi dibebani
pembayaran pajak maupun administrasi pajak dua kali

Terlebih lagi dengan sistem perpajakan di Indongaiay menganut
sistemself-assessmedimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menggitun
sendiri, membayar pajak hasil penghitungannya betselan melaporkannya
melalui SPT, maka dimungkinkan terdapat kelalaiareka selama ini tinggal
di luar negeri. Sebagai bentuk pengawasan atasukepa terhadap sistem
tersebut, maka mekanisme yang telah diatur adaéalun himbauan ataupun
pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang tgatbal tersebut ingin
dihindari para pihak.

Belum lagi masalah pemahaman tentang mekanismehipemgan
pajak terkait dengan penghasilan dari luar neggriunya menambah rumit
permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh WNIleldats Walaupun
reformasi pajak selama ini telah menyentuh kepaxfarmasi di bidang
penghitungan dan pelaporan, tidak dapat dipungahwa fakta di lapangan
masih banyak ditemui wajib pajak yang mengeluh arksusahnya
penghitungan pajak dan pengisian SPT itu sendituaS tersebut juga
diperburuk dengan adanya ketidakkonsistenan patag@e pajak dalam
melakukan interpretasi atas peraturan perpajakan.
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Hal ini dapat dilihat berdasarkan data survei yaitakukan olenNorld
Bankdalam bentuk peringkdtasy of Doing BusinegEODB) di 190 negara,
dimana Indonesia pada tahun 2017 berada di petirijkaAdapun survei
tersebut dilakukan dengan membandingkan 10 indik@ditonasing- masing
negara yang salah satunya terkait perpajakan. Rddm 2018 peringkat
Indonesia meningkat menjadi 72 dari 190 negaraunaapabila dibandingkan
dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, ydelamaupun Thailand
maka peringkat Indonesia masih jauh di bawah mereka

Isu perpajakan memang menjadi salah satu hal yangowat peringkat
Indonesia tidak dapat naik secara signifikan katiglak bisa dipungkiri bahwa
pajak berperan penting dalam investasi. Dalamrhiatiiharapkan pemerintah
akan melakukan reformasi administrasi perpajakahingga peringkat
Indonesia dapat naik secara signifikan dimana satakunya terkait
penghindaran pajak berganda. Meskipun pemerintabnksia membutuhkan
penerimaan pajak, namun demikian diharapkan petatesapajak berganda
dapat diselesaikan menyentuh ke eselusil tax residensehingga persepsi
negara lain terkait perpajakan Indonesia menjdunlbaik.

Memang dalam prakteknya telah terdapat metode pesteylan pajak
berganda, namun demikian metode tersebut samai sekam menyentuh
kepada penyelesaian terkdital tax residentHal ini dibuktikan dengan sampai
saat ini di Indonesia tidak terdapat aturan yaftagjeerkait mekanismeutual
agreementalam rangka penyelesaian permasalabaidenttersebut. Metode
yang dikenalkan justru lebih mengarah kepada bag@mcara untuk
menghindari pajak berganda dari segi penghitungaaringankan jumlah
pajak yang terhutang) bukan dalam rangka menyé&tmsaisensi permasalahan
konflik dual tax resident

5. Penentuan Subjek Pajak Luar Negeri Orang Pribadi dalam Hukum Paj ak
Indonesia

Permasalahan terkait pemajakan berganda yang tlsabalehdual
tax residenpada dasarnya dapat diselesaikan apabila terdapagasan terkait
status WNI yang tinggal menetap di luar negeri.abahal ini adalah apakah
pada saat WNI tersebut telah menetap di luar nelggrimendapatkan status
sebagai wajib pajak negara yang bersangkutan malaeéksebut dalam sudut
pandang hukum pajak Indonesia seharusnya sudaladnesojpojek pajak luar
negeri ataukah masih menjadi wajib pajak dalam még#onesia

Selama ini praktek yang terjadi adalah kebanyakat #fsebut masih
melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)dtinksia. Di satu sisi
adanya programTax Amnestymengharuskan bagi WNI tersebut untuk
melaporkan hartanya dalam jangka waktu 3 (tiga)riaesudah menyampaikan
laporan amnesti sehingga menciptakan kesimpaagsterkait dengan
administrasi NPWPnya.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan upakam yang dapat
ditempuh oleh WNI terkait dengasual tax residentmaka harus dilakukan
kajian lebih lanjut dalam hal kondisi apakah NPWéapat dicabut sehingga
tidak terdapat lagi status wajib pajak WNI tersetiuhdonesia.
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Dalam sistem administrasi perpajakan di Indones$?dR digunakan
sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakaddrakewajiban di bidang
perpajakan. Ketentuan perpajakan bahkan mengatik gldana bagi para
pihak yang tidak melakukan kewajiban dalam hal p&adan NPWP. Dalam
bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa kewajibaukunendaftarkan diri
dalam rangka mendapatkan NPWP adalah apabiladgiehuhi adanya syarat
subjektif dan objektif. Sebaliknya apabila syarabjektif dan/atau objektif
tersebut tidak lagi dipenuhi, maka dapat dilakugancabutan NPWP.

Norma yang tercantum dalam UU PPh terkait berakhirsyarat
subjektif adalah apabila WNI tersebut meninggal ig@lustau meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya. Dengan demikiarilap&V/NI tersebut
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dagatattan bahwa WNI
tersebut tidak lagi termasuk dalam subjek pajakrdalegeri atau dengan kata
lain termasuk subjek pajak luar negeri dari sudandang hukum pajak di
Indonesia.

Dalam hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjupakah definisi
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dal@mnhharus melepas
status kewarganegaraannya ataukah mengikuti priefipradaannya. Di lain
pihak apakah dapat dikatakan bahwa ketentuan péwpajdi Indonesia
mengikuti asas kewarganegaraan ataukah asas kab@eradsuai dengan
konsep hukum pajak internasional dimana kewargaaagaendiri menempati
urutan keempat sesudah adanya tes keberadaan.

6. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Dalam Rangka Menghindari Dual
Tax Resident
Dual tax residentsebagai konsekuensi yang timbul akibat WNI
menetap di luar negeri pada dasarnya dapat dihiadar tidak terdapat potensi
pajak berganda maupun masalah administrasi pegraj&@lkalam hal ini terdapat
hak yang dijamin oleh ketentuan perpajakami B&/NI tersebut untuk
mengajukan upaya hukum dalam rangka menghindaniyadiual tax resident
Beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Afskkbbut dalam
hal ini adalah:
1. Mengajukan permohonan pencabutan NPWP di kslan
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikaasjis&panjang WNI
yang menetap di luar negeri dapat membuktikan leela@nnya dengan
dokumen resmi, maka seharusnya statusnya berubghdneajib pajak
luar negeri sehingga dapat mengajukan permohonarapatan NPWP di
Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) UU KUP thkga bahwa
NPWP dapat dihapuskan apabila sudah tidak lagi memeyarat subjektif.
Dalam hal ini ketika kewajiban pajak subjektif Wigtsebut berakhir pada
saat meninggalkan Indonesia selama-lamanya yanakdandengan
menetap di luar negeri, maka syarat pencabutan NE&N&usnya telah
terpenuhi

¥ Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115848.99/2@1WMIA Tahun
2018, h. 94
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Permohonan tersebut dapat diajukan oleh WNI mel&uanulir
hardcopy atau secara elektronik melalui aplikasi yang taeseti laman
website Direktorat Jenderal PafkUntuk permohonan melalui formulir
hardcopy, wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan Pagkpat WNI
tersebut terdaftar, sedangkan untuk permohonarunefdikasi, maka WNI
tersebut tetap wajib menyampaikan dokumen pendukkegKantor
Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar dalam jangkduwaaksimal 14 hari
kerja setelah menyampaikan permohonan melaluiagliti laman website
Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak setelah menerima permoh@rantelah lengkap,
melakukan pemeriksaan dan harus menerbitkan kegputiedam jangka
waktu 6 bulan

2. Mengajukan permohonan Gugatan ke Pengadiliak Pa
Apabila permohonan WNI tersebut ditolak, maka sedeagan ketentuan
perpajakan terdapat hak untuk mengajukan upayanh@wugatan. Dalam
hal ini upaya Gugatan diajukan terhadap Keputusawlpkan penghapusan
NPWP. Keputusan penolakan tersebut sesuai dengamkan Pasal 23 ayat
(2) huruf ¢ UU KUP termasuk di dalam kategori obfakgatan sehingga
secara formal telah memenuhi ketentuan untuk daajukugatan

Dalam Pasal 23 ayat (2) huruf ¢ UU KUP secara khubnyatakan
bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan pgaapajang diterbitkan
pihak Kantor Pelayanan Pajak dapat diajukan Gudeatanali terkait Pasal
25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP. Hal ini karenappasal tersebut adalah
terkait dengan proses keberatan dimana apabilabWajak mengajukan
proses keberatan dan pihak Kantor Pajak menerbitkpaotusan Keberatan,
maka upaya hukum yang dapat ditempuh ad8ahding dan bukan
Gugatan

Kompetensi absolut terkait sengketa Gugatan dingdaerpajakan
berada di Pengadilan Pajak. Dalam kasus ini, barkas pasal 40 UU PP
permohonan Gugatan harus diajukan oleh WNI terselalam Bahasa
Indonesia, dalam jangka waktu maksimal 30 (tigalpuhari sejak tanggal
diterima Keputusan, dan disampaikan ke PengadudgakP

2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per PZ2013 tentand ata
Cara Pendaftaran Dan Pemberian NMom®&okok Wajib Pajak,
Pelaporan Usaha Dan Pengukuhaengusaha Kena Pajak,
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pemaa Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data
Dan Pemindahan Wajib Pajghs. 1
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Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Rajak@emproses
Gugatan melalui sidang pemeriksaan dimana WNI deggetunjuk kuasa
untuk mewakili selama persidangan. Pengadilan Rigékmn hal Gugatan
menerbitkan Putusan Gugatan dimana sesuai dengah@dJU PP bentuk
Putusan tersebut dapat menolak, mengabulkan sebatia seluruhnya,
atau membatalkan. Putusan Pengadilan Pajak mempakasan akhir dan
berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila termpgtaohonan Gugatan
tersebut ditolak, maka satu-satunya upaya hukung ykpat ditempuh
adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

3. Mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kabhdmah Agung
Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar hyjiasg dapat
ditempuh oleh WNI apabila permohonan Gugatan yaajgldn ke
Pengadilan Pajak ditolak. Sesuai dengan Pasal 8BRJgermohonan
hanya dapat diajukan 1 (satu) kali ke Mahkamah ggilam melalui
Pengadilan Pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukalesnulis pada
bab- bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan &ahw

1. Status wajib pajak WNI yang menetap di luaganesesuai dengan hukum
pajak Indonesia merupakan wajib pajak luar negaretka berdasarkan
konsep keberadaannya, kewajiban pajak subjektif Wéisebut di
Indonesia telah berakhir.

2. Untuk menghindari adanya dual tax resident, an| tersebut dapat
mengajukan upaya hukum pencabutan/penghapusan NEVRantor
Pelayanan Pajak. Apabila permohonan tersebut Hjtolmaka dapat
menempuh upaya hukum Gugatan ke Pengadilan Paja&yaJhukum
terakhir yang dapat ditempuh adalah Peninjauan leénkle Mahkamah
Agung apabila permohonan Gugatan tidak dikabulkan
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